LAMPIRAN
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Daftar Pertanyaan Wawancara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
a. Bagaimanakah mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran
aset tetap yang dilakukan oleh Dinas PUPR?
Jawab : jadi mekanisme pelaksanaannya itu Dinas PUPR sebagai
pengguna barang terlebih dahulu menyusun kebutuhan barang dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR.
Kasi perencanaan dan kepegawaian menyampaikan usulan dari
masing-masing bidang untuk diakomodasi dan selanjutnya dilakukan
penyusunan RKA menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan, kemudian direalisasi
sesuai bulan yang tertera dalam rencana anggaran kas.
b. Apakah dalam penyusunan perencanaan, kebutuhan dan penganggaran
aset tetap sudah sesuai dengan standarisasi yang berlaku?
Jawab : Iya sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
2. Pengadaan
a. Dari segi pengadaan aset tetap, apakah pelaksanaannya berpedoman

pada daftar kebutuhan barang daerah?
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Jawab : iya pengadaan di Dinas PUPR dilakukan berpedoman pada
daftar kebutuhan barang dengan prinsip efektif, efisien, transparan, adil
dan akuntabel.

b. Bagaimana pelaksanaan pengadaan aset tetap pada Dinas PUPR?
Jawab : Pengadaan barang disini dilakukan melalui swakelola dan
pemilihan penyedia. Swakelola itu cara memperoleh barang yang
disediakan sendiri oleh lembaga. Sedangkan pemilihan penyedia itu
cara memperoleh barang yang disediakan oleh pelaku usaha.
Selanjutnya pengguna barang setelah melakukan pengadaan barang
harus menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah
kepada Walikota melalui pengelola barang untuk ditetapkan status
penggunaannya

3. Penggunaan

Apakah bidang aset menerbitkan SK penetapan untuk mengatur
penggunaan aset tetap kepada masing-masing SKPD dan bagaimana
status penggunaannya

Jawab : Iya, Dinas PUPR menetapkan status penggunaan barang milik
daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD dan
dapat digunakan oleh pihak lain dalam upaya mendukung pelayanan
umum sesuai fungsi dan tugas pokok SKPD yang bersangkutan.
Penetapan status penggunaan barang milik daerah Dinas PUPR
pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status

penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
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perolehan lainnya yang sah kepada Walikota. Pengajuan permohonan
tersebut dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah
berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang
berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah diajukan secara tertulis dari pengguna barang kepada Walikota
paling lambat pada akhir tahun berkenaan. Kemudian Walikota
menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik
daerah setiap tahun.
4. Pemanfaatan

a. Bentuk pemanfaatan seperti apa yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR
dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
Jawab : Nah.. jadi pemanfaatan itukan memanfaatkan barang milik
daerah yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Untuk
bentuk pemanfaatan yang dilakukan disini itu dalam bentuk sewa,
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun serah guna atau Bangun
guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.

b. Dilihat dari segi biaya pemeliharaan, apakah pemanfaatan tersebut
tidak membebani APBD?
Jawab : Tidak, karena kan dilihat dari segi prioritas kebutuhan jadi

tidak membebani APBD
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5. Pengamanan dan Pemeliharaan

a. Bagaimanakah sistem pengamanan yang dilakukan oleh Dinas PUPR

dalam mengelola aset tetapnya dan pengamanan dalam bentuk seperti
apa?
Jawab : Jadi pengamanan yang dilakukan disini ada dua jenis yaitu
pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Pengamanan fisik
dilakukan dengan memasang tanda kepemilikan serta pemagaran.
Sedangkan pengamanan administrasi dilakukan dengan mencatat dan
menyimpan dokumen bukti kepemilikan aset secara aman dan tertib
terhadap barang inventaris dalam proses pemakaian.

b. Apakah Dinas PUPR mencatat proses pemeliharaan aset tetap ke
dalam kartu pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan
SKPD?

Jawab : Iya, mencatat proses pemeliharaan dan membuat laporan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

6. Penilaian

Bagaimanakah mekanisme penilaian aset tetap yang dilakukan oleh
bidang aset?

Jawab : Penilaian aset tetap itu dilakukan untuk penyusunan neraca
pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik
daerah. Penilaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Dinas PUPR

dilakukan prosedur penyusunan neraca penilaian mengenai berapa
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jumlah aset serta nilai dari aset tersebut agar dapat dijadikan sebagai
pedoman dalam menetapkan anggaran setiap tahunnya. Penyusunan
neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Pemindahtanganan

a. Apakah proses pemindahtangan barang milik daerah telah sesuai
dengan  peraturan yang Dberlaku dan bagaimana  proses
pemindahtanganan di Dinas PUPR ?
Jawab : Pemindahtangan dilakukan dengan dihibahkan, penjualan dan
tukar-menukar. Dalam upaya pemindahtangan barang milik daerah
dilakukan penilaian. Yang dilakukan penilaian hanya penjualan dan
tukar-menukar saja, sedangkan untuk hibah tidak perlu dilakukan
penilaian. Nah, Penilaian pemindahtangan barang milik daerah
dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtanganan ini telah
dilakukan berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016

8. Pemusnahan

a. Bagaimanakah cara pemusnahan barang milik daerah? Dalam kondisi
apa hal tersebut dilakukan?
Jawab : Nah.. untuk cara pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar,
dihancurkan, ditimbun dan cara lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan. Pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
Walikota. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila barang

tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat
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dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai ketentuan yang
berlaku.
9. Penghapusan

a. Dari segi penghapusan barang milik daerah, apakah pengguna barang
mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan?
Jika demikian, biasanya dalam kondisi apa hal ini dilakukan ?
Jawab : iyaa betul, jadi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
disini pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk
dilakukan penghapusan. Penghapusan tersebut disebabkan karena
barang milik daerah sudah tidak dapat dipergunakan atau kondisi yang
telah rusak, pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang,
penyerahan barang milik daerah, pemusnahan dan sebab lain yang
perlu dilakukan penghapusan

10. Penatausahaan

a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang
dilakukan di Dinas PUPR?
Jawab : Penatausahaan aset dikakuan dengan pembukuan, inventarisasi
dan pelaporan. Pembukuan itu kegiatan pendaftaran dan pencatatan
barang milik daerah ke dalam daftar barang menurut penggolongan
dan kodefikasi barang. Inventarisasi itu kegiatan melakukan pendataan,

pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
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Sedangkan Pelaporan itu tindakan penyampaian data dan informasi
yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penatausahaan. Pelaporan
dilakukan semesteran dan tahunan yang digunakan untuk menyusun
neraca.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

a. Bagaimanakah bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala daerah

dalam mengelola aset tetapnya? Apakah sesuai dengan uraian tugas
dan wewenangnya?
Jawab : Pembinaan barang milik daerah pada Dinas PUPR dilakukan
oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan
memberikan pedoman, pelatihan, supervise dan rapat sosialisasi yang
menyangkut pengelolaan barang milik daerah termasuk penatausahaan
barang milik daerah.

b. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan
Dinas PUPR, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal yang ingin
dicapai?

Jawab : Kalau untuk pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dilakukan oleh pengguna
dan kuasa pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban barang
milik daerah

12. Pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan

keuangan BLUD
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a. Bagaimana pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola
pengelolaan keuangan BLUD ?
Jawab : ini sepertinya baru ya dalam permendagri karena yang
sebelumya belum ada, Jadi saya belum terlalu mengerti untuk tahapan
ini. Disini tidak ada barang darah yang pengelolaannya menggunakan
ini. Ini seperti rumah sakit kan yang asetnya dibawah kewenangan
pengelolaan SKPD yang pengelolaannya melalui BLUD, memang
asetnya didapat dari APBD tetapi mereka memiliki kewenangan
sendiri dalam mengelola asetnya.

13. Barang milik daerah berupa rumah Negara

a. Apakah di Dinas PUPR terdapat pengelolaan barang milik daerah
berupa rumah negara?
Jawab : Untuk tahapan ini pegawai di Dinas PUPR dalam pelaksanaan
tugasnya tidak terdapat rumah negara. Karena kan, rumah negara itu
dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan sifat jabatannya
harus bertempat tinggal di rumah tersebut dan untuk hak penghuninya
juga terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang
jabatan tertentu tersebut. Jadi di Dinas PUPR tidak terdapat rumah
negara.

14. Ganti rugi dan sanksi

a. Bagaimana penerapan ganti rugi atas aset daerah akibat kelalaian dan

penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan aset

Dinas PUPR?
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Jawab : ya, jadi disini untuk siklus ganti rugi dan sanksi sudah
dilaksanakan terhadap pengguna barang akibat kelalaian,
penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum yang merugikan daerah.
Tahap ini berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang
mengatakan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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DOKUMENTASI PENELITIAN

-

Pengecekan dokumen sumber dengan staf sekretariat bidang aset 2
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DOKUMEN SUMBER
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Dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

Dokumen KIB A (Kartu Inventaris Barang Tanah)
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Dokumen KIB B (Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Meesin)



111

Dokumen KIB C (Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan)
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Dokumen KIB D (Kartu Inventaris Barang Jalan Irigasi dan Jaringan)
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Dokumen Daftar Barang yang akan dihapus
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Dokumen Daftar Pengawasan Barang



